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Smart Village, Politik, dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah Nagari
Pemerintah Pasilihan untuk terus berbenah mencapai level indeks desa

membangun mandiri. Smart village salah satuya adalah konsep
smart government, pemerintahan yang unggul dan baik. Hal
yang akan dilakukan disini adalah memberikan pelatihan
pelayanan administrasi publik kepada perangkat Nagari
Pasilihan Kabupaten Solok, hal ini diharapkan dapat
menjadikan nagari pasilihan sebagai nagari yang mempunyai
kualitas pelayanan yang baik. Metode yang digunakan adalah
PAR PAR (Participation Action Research), PAR adalah sebuah
penelitian tindakan yang mengusung sebuah pemikiran
keterkaitan perubahan yang ada pada masyarakat dengan
penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dilaksanakan di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas
Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat pada hari Sabtu
Tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 23 September
2023. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 26 orang
yang terdiri dari 5 orang Dosen yang yang berasal dari dosen
Konsorsium Keilmuan Pemikiran Politik Islam UIN Mahmud
Batusangkar, 4 orang mahasiswa , 4 orang perangkat desa dan
pemuka masyarakat dan 8 orang masyarakat Nagari Pasilihan
Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999, hingga
Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah menguatkan kedudukan
Pemerintahan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan di daerah. Melalui Undang- Undang
tersebut penyeragaman bentuk Pemerintahan Desa diseluruh Indonesia dihapus, sebagai bentuk
pengakuan negara terhadap hak asal-usul dan adat-istiadat yang masih hidup dalam masyarakat
Desa. Hal ini juga didasarkan pada harapan bahwa desa-desa akan berkembang mandiri dan
sejahtera dengan caranya sendiri-sendiri sesuai kelokalitasannya

Sumatera Barat adalah propinsi yang sebelum diberlakukannya pemerintahan desa dan
kelurahan oleh undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang desa, telah memiliki pemerintahan
terdepan yaitu pemerintahan nagari. Penghapusan penyeragaman bentuk pemerintahan desa
oleh undang-undang, menjadi momentum penyelenggaraan kembali pemerintahan nagari.
Penyelenggaraan pemerintahan nagari diatur melalui peraturan daerah provinsi sumatera barat
nomor 9 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, dan direvisi dengan
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peraturan daerah provinsi sumatera barat no 2 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari.

Negara melalui regulasinya mendesain pemerintahan nagari dengan model Aybrid
organization, yaitu percampuran antara self governing community terkait otonomi yang
dimilikinya, dengan /ocal self government, terkait kedudukannya sebagai penyelenggara urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa. Kabupaten solok adalah kabupaten pertama
yang menyelenggarakan pemerintahan nagari, melalui perda kabupaten solok nomor 4 tahun
2001 tentang pemerintahan nagari. Komitmen terus berpemerintahan nagari terlihat dari salah
satu misi pemerintah kabupaten solok dalam rpjmd kabupaten solok tahun 2016-2021, yaitu
memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan misi ini adalah
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari. Sasaran dari
tujuan ini adalah meningkatkan fasilitasi terhadap pemerintahan nagari dan kelembagaan
nagari, dengan strategi dan arah kebijakan adalah pelaksanaan fasilitasi dengan peningkatan
kapasitas aparat dan kelembagaan nagari.

Kondisi ini kami yakini menjadi salah satu penyebab tidak kunjung naiknya level indeks
membangun nagari dari maju menjadi mandiri. Sebagai akademisi administrasi publik,
pengenalan konsep model smart village, kami yakini dapat menjadi refernsi penting bagi
pemerintah nagari pasilahan untuk terus berbenah mencapai level indeks desa membangun
mandiri. Smart village salah satuya adalah konsep smart government, pemerintahan yang
unggul dan baik. Hal yang akan kami lakukan disini adalah memberikan pelatihan pelayanan
administrasi publik kepada perangkat nagari pasilihan kabupaten solok, hal ini diharapkan
dapat menjadikan nagari pasilihan sebagai nagari yang mempunyai kualitas pelayanan yang
baik.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini masalah yang diangkat adalah ”
Bagaimana menguatkan edukasi politik pemeritahan di Nagari Pasilihan Kecamatan melalui tata
kelola pemerintahan berbasis Smart Governance?”

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan adalah PAR PAR (Participation Action Research), PAR adalah
sebuah penelitian tindakan yang mengusung sebuah pemikiran keterkaitan perubahan yang ada
pada masyarakat dengan penelitian (Rahmat & Mirnawati, 2020). Dalam PAR terdapat
beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

1) To know, Pemetaan awal (preleminary mapping), pada tahapan ini peneliti
melakuan study awal mengenai fakta-fakta yang didapatkan dari perangkat
nagari pasilihan.

2) To Understan, pada tahapan ini peneliti sudah melakukan analisis dari data-
data yang didapatkan dan sudah dipaparkan melalui pohon masalah

3) To planpada tahapan ini sudah dilakukan perencanaan yaitu berupa program
atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

4) To action pada tahapan ini peneliti sudah melaksanan kegiatan

5) To reflection merupakan kegiatan akhir dari kegiatan berupa menemuan
insight dan masukan untuk kesinambungan dari kegiatan
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Tahapan Pelaksanaan

No Kegiatan Waktu P. Jawab
1. |Pembukaan Secara Resmi 15 Juli 2023 Pelaksana Kegiatan
- Ketua kelompok Keilmuan 08.00 - 09.00 WIB
Sosial Politik
- Bapak Wali Nagari
- Ketua Pelaksana
2. Pengenalan Program PKM 09.00-12.00 WIB Novi Budiman, M.Si
3. isoma 12.00-13.00
4. Diskusi Awal Perangkat Nagari 13.00-20.00 Pelaksana Kegiatan
5. Obsevasi Lapangan 16 Juli 2023 Pelaksana Kegiatan
08.00 - 17.00 WIB Dokumentasi,
wawancara
6 FGD stakeholder daerah / 17 Juli 2023 Pelaksana Kegiatan
Pendampingan 08.00 - 16.00 WIB
7 FGD stakeholder daerah 18 Juli 2023 Pelaksana Kegiatan
Pendampingan/perangkat 08.00 - 16.00 WIB
nagari
8 Pedampingan perangkat nagari 1-30 Agustus 2023 Pelatihan dan
08.00 - 16.00 WIB peserta
9 Pelatihan pelayanan 5 September 2023 Pelaksana Kegiatan
administrasi publik 08.00 - 16.00 WIB
10 | Pelatihan pelayanan 13 September 2023 Pelaksana Kegiatan
administrasi publik 08.00 - 16.00 WIB

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

N Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan
© Juli Agustus September Oktober
1 12 13 |4 |1 12 (3 (4|1 |2 [3 (4|1 |23 |4
1
2 | Pengajuan izin
3 | Brainstorming
4 | Wawancara awal dan
diskusi
5 | Pendampingan
6 | Evaluasi

Penyelesaian laporan
PkM
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Penyerahan laporan
akhir PkM

Hasil dan Pembahasan

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini langsung oleh Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kelembagaan yaitu Dr. Ridwal Trisoni, S.Ag., M.Pd. dengan pejabat pembuat
komitmen (PPK) oleh Arif Zunzul Maizal, S. Ag, M. Ag. Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dilaksanakan di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok
Provinsi Sumatera Barat pada hari Sabtu Tanggal 26 Agustus — 23 September 2023. Kegiatan
ini dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang tertuang pada Rencana Kerja Anggaran
Universitas dalam rincian kertas kerja tahun 2023 bagian sistem tata kelola, kelembagaan dan
SDM (PNBP) kode DK.2132.BEI. 003. 004. C 521119.A

Tabel 1. Jadwal Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Hari/ Tanggal Waktu Kegiatan Ket
08.00-09.30Keberangkatan ke Pasilihan Tim PKM
sabtu/ Melakukan Observasi awal dengan perangkat
09.30-12.00 |nagari Pasilihan serta Masyarakat Nagari Tim PKM
26 Agustus 2023 Pasilihan
12.00-13.30 [Istirahat, Sholat dan Makan Siang Tim PKM
08.00-09.30Keberangkatan ke Pasilihan Tim PKM
Sabtu/ Melakukan FGD tentang masalah terkait tata
02 September 09.30-12.00 |kelola pemerintahan dan pelayanan public Tim PKM
2023 Nagari Pasilihan.
12.00-13.30 |Istirahat, Sholat dan Makan Siang Narasumber
08.00-09.30[Keberangkatan ke Pasilihan Tim PKM
Sabtu/ Melakukan pelatihan pelayanan administrasi
09 September|09.30-12.00 |publik dengan perangkat Nagari serta Tim PKM
2023 masyarakat Nagari Pasilihan.
12.00-13.30 [Istirahat, Sholat dan Makan Siang Peserta
08.00-09.30Keberangkatan ke Pasilihan Tim PKM
Sabtu/ Melakukan pelatihan pelayanan administrasi
16 September|09.30-12.00 publik dengan perangkat Nagari serta Tim PKM
2023 masyarakat Nagari Pasilihan.
12.00-13.30 [Istirahat, Sholat dan Makan Siang Peserta
08.00-09.30Keberangkatan ke Pasilihan Tim PKM
Sabtu/ Melakukan penutupan PKM Smart Village
23 September|09.30-12.00 Dengan Perangkat Nagari serta masyarakat Tim PKM
2023 Nagari Pasilihan.
12.00-13.30 |Istirahat, Sholat dan Makan Siang Peserta

Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 26 orang yang terdiri dari 5 orang Dosen
yang yang berasal dari dosen Konsorsium Keilmuan Pemikiran Politik Islam UIN Mahmud
Batusangkar, 4 orang mahasiswa , 4 orang perangkat desa dan pemuka masyarakat dan 8 orang
masyarakat Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.
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Tabel 2. Daftar Peserta Dosen Pemikiran Politik Islam

Kedudukan Ketua Konsorsium

Nama Novi Budiman, M.Si

NRK 201801011031

Prodi/Fakultas Pemikiran Politik Islam/ FUAD
Kedudukan Ketua Panitia

Nama Dewi Dahlan, M.IP.

NIP 198701012018032001
Prodi/Fakultas Pemikiran Politik Islam / FUAD
Kedudukan Sekretaris

Nama Mahmuda, M.Sos

NIP 1986122520202121004
Prodi/Fakultas Pemikiran Politik Islam / FUAD
Kedudukan Anggota

Nama Mhd. Alfahjri Sukri, M.1.P

NIP 199205202019031006
Prodi/Fakultas Pemikiran Politik Islam / FUAD
Kedudukan Anggota

Nama Ulya Fitri, M.Si

NIP 198511122019032013
Prodi/Fakultas Pemikiran Politik Islam/ FUAD

Output kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Konsorsium Kelompok Pemikiran
Politik Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang terdiri dari dosen Konsorsium Kelompok
Keilmuan Pemikiran Politik Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar adalah Laporan Pengabdian
dan Jurnal Pengabdian Masyarakat.

Strategi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan dengan baik
dilakukan dengan 3 tahap pelaksanaan yang terdiri atas:

a) Persiapan

Kegiatan persiapan ini dilakukan dengan rincian:

1. Melakukan rapat koordinasi dalam membentuk pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat oleh dosen serta Perangkat Nagari Pasilihan Kab. Solok

2. Melakukan survey dan observasi lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan di di Nagari
Pasilihan Kab. Solok sebelum acara dilaksanakan yang disesuaikan dengan jumlah
peserta yang telah memenuhi persyaratan.

3. Mempersiapkan perlengkapan peserta yang dilengkapi dengan absensi penerimaan
dan pemberian serta dokumentasi

4. Mempersiapkan administrasi lainnya
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b) Pelaksanaan
Kegiatan pendampingan atau bimbingan ini dilaksanakan dengan rincian sebagai
berikut:
1. Survey lokasi
2. Pembukaan acara
3. Sosialisasi dengan Perangkat Desa, Pemuka Masyarakat dan Nagari Pasilihan
Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.
4. Penutupan
5. Evaluasi:
1. Rapat Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan dan pemaparan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan
2. Penggandaan dan penjilidan laporan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana
kegiatan
3. Penyerahan laporan kegiatan yang akan diberikan kepada:
a) arsip panitia;
b) bendahara institut;
¢) pimpinan satker;
d) arsip keuangan FUAD;
e) Satuan Pengawas Internal
4. Perlunya road map untuk pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarkat
oleh Konsorsium Kelompok Keilmuan Pemikiran Politik Islam UIN Mahmud Yunus
Batusangkar
5. Proses penyusunan laporan belum maksimal yang dibuktikan dengan keterlambatan
dalam penyerahan laporan setelah kegiatan diadakan.
Pada dasarnya tidak ada masalah yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Namun untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi masalah pada proses pelaksanaan.

Gambar 1. Survei dan Observasi PKM, Sabtu, 26 Agustus 2023
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Pada gambar ini terlihat Wali Nagari Pasilihan sangat antusias dalam pertemuan
dengan dosen yang dihadiri oleh Wali Nagari dan beberapa karyawan kantor Wali Nagari
dalam menyambut kedatangan Dosen dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
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Gambar 2. FGD Prodi Pemikiran Politik Islam dengan perangkat Nagari Serta
Masyarakat

Nagari Pasilihan Sabtu 2 September 2023
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Gambar 3. Pelatihan Pelayanan Administrasi Publik dengan Perangkat Nagari Serta
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Nagari Pasilihan Sabtu, 16 September 2023
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Perangkat Nagari serta Masyarakat Nagari Pasilihan Sabtu, 16 September 2023

Tim Kelompok Keilmuan Prodi Pemikiran Politik Islam menutup acara kegiatan dalam
memberikan wawasan di Nagari Pasilihan. Kegiatan diharapkan memberikan tambahan
pengetahuan dan keterampilan bagi warga masyarakat di sekitar Nagari Pasilihan Kecamatan
X Koto.

Penutup
Pelaksanaan kegiatan PKM dapat disimpulkan:
a. Pelaksanaan kegiatan mampu menambah wawasan dosen/mahasiswa
mengenai tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Nagari Pasilihan
Kabupaten Solok
b. Kegiatan terlaksana dengan khidmat sesuai dengan target capaian

Saran pada pelaksanaan kegiatan ini adalah:
a. Meningkatkan anggaran kegiatan
b. Meningkatkan jumlah peserta dan pelaksana kegiatan
¢. Meminimalisir waktu dalam proses perencanaan kegiatan
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